
BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PEMTURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PAMEI{ASAN NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan
Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, diperlukan pengaturan secara tegas tentang
pengenaan sanksi;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 27301;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
57 r7|;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2O14 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 586a);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL7 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);

Mengingat : 1.

b.

2.

3.

4.

5.



Menetapkan :

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.O7 l2Al7 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 221|PMK.OT I 2017 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07l2Ol7
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

B. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Indek Desa
Membangun;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2A16 Nomor
10);

10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 2Ol5 Nomor 16A);

1 1. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2OL6 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DANA DESA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Bupati Pameksan Nomor 12

Tahun 2Ol8 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2Ol8 Nomor 12)
diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
SANKSI
Pasal 12

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :

a. belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1);

b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
lebih dari 3oo/o (tiga puluh persen); dan/atau

c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh aparat pengawas
fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap
II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun
anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya
lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada
tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun
anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran
sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen),
penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud
pada ayat (21tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa
di RKUD.



(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam
hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran
dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Agustus 2018

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MOHAMMAD ALWI

ABAT BUPATI PAMEKASAN,

B. FATTAH JASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2OI8 NOMOR 34


